
 
 
 
 

Sorong, 9 Maret 2025 
 
Nomor : 000.1.5/137/SETDA-PBD/2025 

Sifat : Biasa 

Lampiran : Satu Rangkap 

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pra Musrenbang Provinsi 
 

 

Yth. Daftar Terlampir  
di  
tempat 
 
 

 
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, untuk sinergitas dan kesinambungan dalam proses 

koordinasi antar instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan 

dilaksanakan Pra Musrenbang Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka penyusunan RKPD 

Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026. 
 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Bapak/Ibu diundang hadir pada:  
Hari/Tanggal : Selasa / 11 Maret 2025  
Tempat : Hotel Rylich Panorama Sorong  
Pukul : 09.00 WIT s.d. selesai 

 
Acara : Rapat Koordinasi dalam rangka Pra Musrenbang Provinsi 

 
Mengingat pentingnya acara ini, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu dan 

tidak diwakilkan. 
 

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan :  
1. Gubernur Papua Barat Daya  
2. Wakil Gubernur Papua Barat Daya.  
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan 

oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 



Lampiran Surat Undangan Rapat Koordinasi 
 

Pra Musrenbang Provinsi 
 

Nomor : 000.1.5/137/SETDA-PBD/2025 
 

Tanggal : 9 Maret 2025 
 
 

 

Daftar Pejabat Penerima Surat : 
 

A.  Bupati dan Walikota Seluruh Provinsi Papua Barat Daya  
1. Bupati Sorong;  
2. Bupati Sorong Selatan;  
3. Bupati Maybrat;  
4. Bupati Tambrauw;  
5. Bupati Raja Ampat;  
6. Walikota Sorong; 

 

B.  Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya  
1. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Barat Daya;  
2. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya;  
3. Kepala Badan Kesbangpollinmas Provinsi Papua Barat Daya;  
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;  
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Provinsi Papua Barat Daya;  
6. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya;  
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Papua Barat Daya;  
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat Daya. 
9. Kepala Biro Pemerintahan, Kesra dan Otsus Setda Provinsi Papua Barat Daya; 

 

C.  Sekretaris Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya  
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan;  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat;  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;  
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;  
6. Sekretaris Daerah Kota Sorong. 

 

D.  Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota  
1. Kepala BAPPEDA;  
2. Kepala BPPKAD;  
3. Kepala Badan Kesbangpollinmas;  
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Kepala Dinas Kesehatan,  
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;  
7. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;  
8. Kepala Dinas Sosial;  
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
10. Kepala Dinas Cipta Karya;  
11. Kepala Dinas Bina Marga; 
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; 


